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'PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 10 TAHUN 1980
. : TENTANG
PENGGUNAAN MOBIL AMDULAN/JENAZAH

 DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPATA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa untuk neningkatkan pdlayanan keschatan pada unumnya, khu-
susnya pelayanan pennanqkué penderita sakit nupun pengangkut-
an jenazsh defigan nobil ambu an/jenazah yang tersedia di Rumah-
Bakit Dacreh atau di Pusat Kesehatan Masyarakat, dipandang per-
lu bahwa demi kolanbaran dan ketertibannyd ketentuan-kotentuane-
tentang tatacara pengnaanhya dengan Peraturan Daerahe

Mengingat : 1% Undang=Undang No.S Tehun 1974 tentang PokokUPbkok Penerintah
ST ' an di Daerah ;

2e Undang=Undanzg Noe13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahpba
crah Kabupaten dalem lingkungan Propinsi Jawa Tenrah 30.?e:g
turan Penmerintah Noe32 Tahun 1950 ;

3+ Undang-Undang No.12/Drt Tahun 1957 ten%ang”Peraturdn Biavm Re
tribusi Daerah ;

4e Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Noe1 Ta
hun 1976 tentang Rumch Sakit yang telah diubah pertama kali-
dengan No.11 Tahun 1978 pasal 31.

Dengan persetujuan Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah T;ngkat -
II Kebunen ;

MEMUTUS KAN :
‘Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I KEBUMEN TENTANG -
PENGGUNAAN MOBIL AMBULAN/JENAZAH.

RETENTUAN UMUM
JPasal ‘ 1e

Dalam Peraturan Daorah ini yang dlnaksud dengan :

“4s Dacrah ~: Kabupaten Dacrah Tingkat I Kobumen ;
‘2o Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebunen H

3 Kepala Dinas Keschatan: Kepala Dinns Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat -
- Kabupaten II Kebunen ;

4+ Mobil Ambulan/Jenazah : Mobil milik Penerintah Daerah/Negara yang dipergu
. nakan untuk nengangkut penderita/jcnazah

5w Penderita : Orang yang nenderita sakit, wanita hanil yang a -
kan melsahirkan dan orang yang menderita sakit ka-
renn kecelnkaan.

Pa v8al 2

(1). Penempatan nubil anbulan/jenazwh yan~ tersedia scbagaimana dinaksud pado
pasal 1 di Rumah Sakit dan-fiasing-mpasing Puskesmas-Puskesmns diatur oleh

Kepala Dinas Keschatan Rakyate |

(2) Pimpinan Rumah Sakit dan Pimpinan Puskosmas bertanggung-jawab atas pong-
gunaan dan pengelolaan kondarpan—kondaraan schagaimana dinaksud sub a pa
sal ini.

Pasal 3 ¢! eamcscaieceoa---



Pasal 3.

(1) Mobil ambulan:dipexgunakan 2

a. nengangkut pendéritw yang. menurut pengamatan nedis perlu mendapatkan-
pertolongan serta peraw%tan 3

b. penggunaan nobil anbulan yang bukan untuk keperluan scpcrtl tersebut=~
ayat (1) sub a pasal ini harus denban ijin Bupati Kopala Daecrah ;

(2) Mobil aenazah dipergunakan :

Qe menﬂangkut jenazah dari tempat yang meninggal kerunah sakit atau Pus-
kesnas atau sebaln.kny1 dan atau untuk mengangkut’ acnnzah ketempat pe-
nmakeman j

s penbcunaan robil Jenazah yang bukan untuk kepcrlunn seperti tersebut-
' pada ayat (2) sub a pasal ini harus dengan ijin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4y i

" Mobil ambulan/aenazah harus dalam keadaan siap pakai, bersih dan berada di-
tempat seperti dimaksud pada pasal 2 sub a Peraturan Daerah ini.

Pasal 5. if3s

. Pada mobil ambulan/jenazah disamping perawatan-perawatan scbagai perlengkap
an kesehatan yang telah ada, harus tersedia sccara khusus scbuah kotak PPPK,
{
Pasal 6.

Urusan pelayanan dan pemakaian mobil ambulan/jenazah ditugaskan kepada  Kepa

la Tata-usaha /Runah Sakit Unum/Puskesmas atau pegawal yanc dltunauk unt uk- Y
itu. . .

‘

Pasal 7o

(1) Permintaan untuk menggunakan nobil ambulan/jenazah diajukan kepada Bagi
an Tata-usaha dan untuk itu disediakan fornulir.

tZ)IKepala Bagian Tata~usaha harus dengan.segera memberi kepastian disetuju
i dan atau ditolak pernintaan tersebuts

(3) a+ setelah biaya terscbut pasal 9 dipenuhi, Kepala Bagian Tata-usaha «
atau pegawai yang ditunjulk mengeluarkan surat perintah jalan menurut
model yang disediakan dan diberikan kopada petugas yang ditunjuk Fe=
bagai peserta disamping pengemudi kendaraan ;

be atas dasar surat perintah jalan tersebut sub a dlatas, penaemudi ner
Jalankan tugasnya ;- :

c. selesai menjalankantugas, petugas wajib kgmbali'ko posnya dan lang =
© sung nelaporkan dan nonyecrahlkan SPJ yang telah.dibubuhi catatan tene
tang jam- kembali, jarak yang ditempuh menurut kcadaan pada alat pensg

hitung kilometer yung uda pade. kendaraannya dan nenbubuhkan tanda-~ta
ng&n ° : é % ‘

o » Pasal: 8,
(1) Untdk‘pemgkaian,mobil ambuian/jenazah dipungut biaya :

Pemaka i ] n
JDalan kota ! Dalam wilayah IZab, !luar Drh Kabe

] VD ) . ) o G S S S e o

as Mobil ambulan ° Rpo1000,- *  Rpe100,=- Rpe150,=
. ' gr sclkali ‘palai setiap kn PP ‘ setiap km PP
be Mobil jemazah - - . Rp,2000,- Rpe150y= ‘ Rpe250,=
o sckali pakai setiap km PP - sctiap km PP.

(2) Untuk SC‘ti&p . secevovs

S
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(2) Untuk sectiap jan menunggu dari pemakai dipungut tambahan pembayaran se-
besar Rp.300,~ (tigaratus rupich) sctengah jam keatas dihitung satu janm.

(3) Orang-orang tidak mampu (sckeng) yang dibuktikan dengan keteranga tertu
lis dari Kepala Dosa yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pembayaran
terschut ayat (1) sub a2 dan b pas~l ini.

Pasal 9

a, Beaya tersebut ayat (1) sub a dan b pasal 8, harus dibayar dinuka dengan
menyetorkan ke Kas Runnh Sakit/Puskesmas kepada pembayar diberikan kwi -
tansi tanda pembayaran ;

be Pungutan tambahan dimaksud pada ayat (2) pasal 8 dibungut oleh petugas -
yang wajib menyetorkannya tenaga Kos RSU/Puskesmas bersamaan pada waktu=
nelaporkan scbagaimana dimaksud pada ayat (4) sub ¢ pada pasal Ta

Pascld 100

Hal=hal yang belum cukup diatur dalan Peraturan Daerah ini sepanjang rienge=
nai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Dacrah.

Pasal 11o
Dengan ditetapkannya Peraturan Dacrah ini, Peraturan-Peraturan atau kotentu

an-ketentuan yang telah ada yang mengatur tentang penggunaan mobil ambulan/
Jjenazah dinyatakantidak berlaku lagi,

Pasal 12,
Peraturan Dagrah ini dapat disebut Pcraturan Daerah tentang Penggunaan Mo -

bil ambulan/Jenazah dan mulai berlaku pada hari pertama scesudah pongundang=
annya .

Kebumen, 26 Desember 1980,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATIN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT.
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN KEBUME N.
Ketua,
: ttd
ttd

SINGGIE RAMELAN Drs, DADIJONO JUDOPRAJITNO.

Diundangkan pada tanggal 28-T-1981.
 Lembaran Doerah Seri B No.6s

Sekrotaris Wilayah/Daerah, -
ttd
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